Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 5 (2021)           	                      ISSN-p 1412-4793-ISSN-e 2684-7434 
2021-12-05

[bookmark: _Hlk94084798]KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN YANG MENERIMA HIBAH 
DALAM SISTEM KEKELUARGAAN PATRILINEAL 

Dian Lestari
Riza Zulfikar
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang akhirnya menjadi suatu aturan yang disebut hukum adat. Hukum adat sangat mempengaruhi hukum waris karena sistem kekeluargaan yang dianut yang berakibat mempengaruhi sistem kewarisan di Indonesia. Sistem kekeluargaan patrilineal menempatkan laki-laki berkedudukan lebih tinggi daripada perempuan, yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki hak waris dari orang tuanya. Hibah berkaitan erat dengan hukum waris karena hibah sangat erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan dalam sebuah hubungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak perempuan yang menerima hibah dalam sistem kekeluargaan patrilineal dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris perempuan terhadap hibah yang diberikan dalam sistem patrilineal di Lombok. 
Hasil penelitian ini, pemberian hibah dalam hukum waris adat patrilineal di Lombok merupakan suatu permulaan dari pembagian warisan, hibah adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan harta kepada anak perempuannya dalam hukum adat, pemberian hibah kepada anak perempuan merupakan suatu penyimpangan dalam pelaksanaan warisan yang dilakukan oleh orang tua, pemberian hibah tersebut dilakukan agar kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sama dalam hal pembagian warisan. Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris perempuan terhadap hibah yang diberikan dalam sistem patrilineal di Lombok dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, rukun dan damai, dan tidak hanya terbatas dihadiri oleh para pihak yang bersengketa akan tetapi dapat dihadiri oleh semua anggota almarhum pemberi hibah, jika melalui proses yang dilakukan dengan kerabat keluarga tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan  perkara, maka nantinya dibawa ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para tetua adat apabila masih belum mendapatkan kesepakatan para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara melalui pengadilan. 
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PENDAHULUAN 
[bookmark: _GoBack]Adat merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun yang menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh dan harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan tertentu, dimana adat tersebut berlaku. 
Hukum Indonesia yang bersumber dari adat istiadat disebut dengan hukum adat, sedangkan yang bersumber dari kebiasaan disebut dengan hukum kebiasaan.[footnoteRef:1] Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu dan dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang  pula   adat   istiadat  dipertahankan  dengan  sanksi  atau  akibat  hukum sehingga menjadi hukum adat.   [1:  Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 
112 ] 

Hukum adat sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam. Istilah hukum adat ini dipergunakan dalam kitab hukum yang diberi nama “Makuta Alam” kemudian di dalam kitab hukum “Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam” yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin.[footnoteRef:2] Istilah hukum adat tersebut oleh Christian Snouck Hurgronje saat melakukan penelitian di Aceh, menerjemahkan ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat-Recht” untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Hasil penelitian Hurgronje menghasilkan sebuah buku yang diberi judul  De Atjehers (orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Sejak itulah Hurgronje disebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah “Adat-Recht” kemudian di terjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini menjadi terkenal oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul Het Adat Recht Van Nederlandsch Indie (Hukum adat Hindia Belanda).[footnoteRef:3]   [2:  C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar,  Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 1 ]  [3:  Ibid, hlm 2 ] 

Hibah dalam hukum adat adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Pemberian hibah di daerah yang sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan hukum adat waris. Di dalam kekerabatan patrilineal dimana pewaris memberi hibah atau wasiat kepada anak-anak wanita, demikian juga pada kekerabatan matrilineal terjadi dimana pewaris memberi hibah atau wasiat kepada anak-anak lelaki oleh pewaris ibu atau oleh pewaris ayah kepada anak perempuannya.[footnoteRef:4]  [4:  Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 71 
 ] 

Menghibahkan sebagian hartanya dengan maksud agar tidak ada sengketa waris dan memberikan keadilan bagi yang tidak berhak atau tidak memperoleh harta warisan hal tersebut di sebabkan karena pengaruh atau adat kebiasaan setempat. Tetapi terkadang pemberian hibah tersebut, menimbulkan masalah bagi ahli waris, maupun penerima hibah setelah si pewaris meninggal dunia. Ada yang merasa bahwa pemberian hibah tersebut tidak adil dan sering kali di jumpai masalah mengenai penghibahan, meskipun ahli waris telah memperoleh hibah atau warisan setelah matinya si penghibah. Tetapi tetap saja ada yang menuntut hak warisnya dan mengganggap bahwa hak dari hibah tersebut adalah hak warisnya, 
Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah putusan pengadilan tinggi Mataram Nomor 135/PDT/2019/PT.MTR di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat, dimana masyarakatnya masih taat terhadap hukum adat Bali dan agama hindu dharma yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Yang disengketakan berupa tanah yang di hibahkan oleh Putu Ngurah Wedhrana Almarhum kepada 4 orang anak kandung perempuan yaitu Luh Ngurah Winarti, Made Ngurah Winarni alias Emi Winarni, Ni Nyoman Ngurah Astuti dan Ni Ketut Ngurah Astini, pemberian hibah tersebut dituntut oleh ahli waris I Putu Gede Ngurah Winarta sebagai anak laki-laki dan Ni Nengah Widi merupakan pengampu bagi cucu dari Almarhun Putu Ngurah Wedhrana mereka tidak menyetujui pemberian hibah tersebut. Dalam salah satu gugatan mereka meminta agar seluruh tanah sengketa beserta sertipikatnya diserahkan tanpa syarat apapun. 
Kasus lainnya putusan pengadilan tinggi Mataram nomor 146/PDT/2020/PT.MTR, dalam kasus ini, I Ketut Mandra (Alm) mempunyai 3 orang anak yaitu anak laki-laki I Gede Semarajaya (Alm), anak perempuan Ni Nengah Mariani dan anak laki-laki I Komang Pasek Wijaya. Alm I Ketut Mandra meninggalkan tanah sawah, tanpa sepengetahuan I Komang Pasek Wijaya sebagai anak laki-laki, surat tanah atas nama I Ketut Mandra tersebut dikuasai oleh Ni Nengah Mariani dengan dasar akta hibah yang dibuat di Notaris. 
Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan sebagai berikut : 
a. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan yang menerima hibah dalam sistem kekeluargaan patrilineal? 
b. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris perempuan terhadap hibah yang diberikan dalam sistem patrilineal di Lombok? 
 
PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Masyarakat Bali di Lombok menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dimana dalam sistem pewarisannya, yang mempunyai hak untuk mewaris adalah anak laki-laki. Anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, karena jika sudah dewasa anak perempuan akan menikah, maka anak perempuan akan keluar dari kekerabatannya dan masuk dalam keluarga suaminya. 
Pemberian hibah dalam hukum waris adat patrilineal merupakan suatu penyimpangan dalam pelaksanaan warisan yang dilakukan oleh pewaris. Pemberian hibah tersebut biasanya di berikan oleh orang tua kepada anak perempuannya karena mereka sadar jika anak perempuan tidak berhak mewarisi harta kekayaannya. 
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDPB) No.01/Kep/Psm-3/MDP Bali /X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, keputusan tersebut merupakan sebuah terobosan perkembangan mengenai hak pewaris anak perempuan yang dalam rumusannya jika, anak perempuan berhak terhadap warisan harta guna kaya (harta bersama) orang tuanya. Perbandingan hak atas bagian yang diterima anak perempuan setengah dari hak atas bagian anak laki-laki yaitu 2 : 1 setelah dikurangi sepertiga dari duwe tengah (harta bersama), harta tersebut nantinya dibawa ke dalam perkawinan yang disebut harta bawaan yang diperoleh dari mewaris. Maka dari keputusan adat tersebut jelas anak perempuan secara normatif berkedudukan sebagai ahli waris dari harta guna kaya (harta bersama) orang tuanya. 
Pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuan terkadang selalu tidak di setujui oleh ahli waris anak laki-laki. Karena masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, beralasan jika anak perempuan tidak mempunyai hak atas harta dari orang tuanya hingga pada saat pewaris meninggal dunia, pemberian hibah tersebut menimbulkan masalah antara ahli waris dan penerima hibah. Seperti 2 contoh kasus dengan perkara No.135/PDT/2019/PT.MTR dan perkara 146/PDT/2020/PT.MTR dimana ahli waris laki-laki tidak menyetujui pemberian hibah terhadap anak perempuan hingga pemberian hibah tersebut di digugat di pengadilan. 
Apabila dilihat dari Yurisprudensi No.81/Sipil, dan Keputusan Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1960, dimana dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan jika pemberian hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris. Maka menurut pendapat penulis, jika melihat kedua putusan yurisprudensi tersebut, apabila dikaitkan dengan kedua kasus ini dimana ahli waris laki-laki tidak menyetujui pemberian hibah tersebut, dalam kedua yurisprudensi ini sudah sangat jelas jika pemberian hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris laki-laki (purusa). 
Masyarakat Bali yang beragama hindu di Lombok yang sistem kekeluargaannya patrilineal, melakukan penghibahan atau memberikan hibah kepada anak perempuan untuk memberikan kedudukan yang sama antara anak perempuan dan anak laki-laki  dalam hal untuk mendapatkan warisan orang tuanya dan untuk memberikan kepastian hukum kepada anak perempuan karena dalam  masyarakat adat patrilineal bahwa anak perempuan tidak berhak atas harta dari orang tuanya. Pemberian hibah merupakan suatu terobosan dalam hal pewarisan adat yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris perempuan terhadap hibah yang diberikan dalam sistem kekeluargaan patrilineal di Lombok untuk menyelesaikan sengketa, menurut pendapat penulis jika lebih baik dalam menyelesaikannya  dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat, rukun dan damai. Tidak hanya terbatas dihadiri oleh para pihak yang bersengketa akan tetapi dapat dihadiri oleh semua anggota almarhum pemberi hibah atau pewaris.  
Menyelesaikan suatu sengketa pasti banyak melalui kendala. Berbagai cara dengan segala usaha pasti dilakukan agar musyawarah, mufakat, rukun dan damai di muka keluarga dan kerabat dapat berhasil. Hasil dari keputusan pengadilan sengketa tersebut, maka timbullah yurisprudensi. 
Anak perempuan yang mengalami sengketa hukum mengenai pemberian hibah dari orang tuanya yang di tuntut ahli waris yang lain, akan lebih baik jika diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan semua anggota keluarga, yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga. contohnya seperti kakak dari ayah, paman, atau kerabat dari pihak ayah. Jika melalui proses tersebut dilakukan dengan kerabat keluarga tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan  perkara, maka nantinya dibawa ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para tetua adat (kepala adat).  
Pada umumnya, masyarakat menghindari cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Karena merasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai suatu upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu.  
 
PENUTUP
Kedudukan anak perempuan yang menerima hibah dalam sistem kekeluargaan patrilineal, dimana pemberian hibah tersebut di dalam hukum adat, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan. Pemberian hibah merupakan suatu penyimpangan dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua atau pewaris kepada anak perempuan, pemberian tersebut dilakukan karena mereka sadar jika anak perempuan tidak berhak mewarisi harta kekayaan maka pemberian hibah tersebut, dilakukan untuk memberikan kedudukan yang sama antara anak perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan warisan.  
Upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris perempuan terhadap hibah yang diberikan dalam sistem patrilineal di Lombok, terlebih dahulu melalui cara  musyawarah dengan semua anggota keluarga, yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Jika melalui proses tersebut dilakukan tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan  perkara, maka nantinya dibawa ke lembaga adat untuk diselesaikan oleh para tetua adat (kepala adat). Jika dalam lembaga adat, tidak dapat selesai, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara melalui pengadilan.  
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